
 

 

 

 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBKLINGGAU 

NOMOR : 212 /KPTS/DPMPTSP/2022 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 
 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian 

hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan 

Standar Pelayanan; 

    
  b. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 c.    

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran 

kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Lubuklinggau dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman 

modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Lubuklinggau, perlu menetapkan Keputusan ini; 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Wali Kota tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;  

     
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 41114); 

 

1.................. 

    

 

 



  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009 

Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

    

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

    
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

    
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5357); 

 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

    
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617); 

    
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

2.................. 

    



  9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 615); 

    

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

    

  11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 

2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2021 

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota 

Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12); 

    
  12. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota 

Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 53); 

    

  13. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non 

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau (Berita 

Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 8); 

    
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU meliputi ruang lingkup:  

a. perizinan Berusaha Berbasis Resiko ber Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia; 

b. perizinan Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia; 

3.................. 

 



c.  perizinan  Non Berusaha  Non  Klasifikasi  Baku  Lapangan 

Usaha Indonesia;dan 

d.   non Perizinan. 

   

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU,  tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

   

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai 

acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan 

penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

   

KEEMPAT 

 

 
 

 

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dengan 

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. 

 

 

 

 
 

: 

 

 

 
: 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Lububuklinggau. 

 

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan 

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. 

 

Ditetapkan di Lubuklinggau  

pada tanggal,  27 APRIL 2022                          

 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

 

 

 

 

  S.N. PRANA PUTRA SOHE 

 

     

 
 

        


